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PERNIKAHAN BEDA AGAMA DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

(Taufig Marjoni , 1910112176, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi isu yang kerap menimbulkan perdebatan hukum, sosial, dan
eagamaan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sec
egas mengatur larangan terhadap pernikahan beda agama, tetapi implikasinya menunjukkan bahw
erkawinan semacam itu sulit untuk dicatatkan secara sah. Di sisi lain, Pasal 29 UUD 1945 serta Unddng
ndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak kebebasan beragama dan h
tuk membentuk keluarga. Benturan antara norma agama dan hak asasi manusia menimbulk

eda agama dalam peraturan perundang-udangan di Indonesia, kedua Bagaimana pernikahan beda agam
alam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif deng
etode deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif, pertama terjad
erbagai macam perubahan yang mengatur peraturan pernikahan beda agama hingga terciptanya Pasal 5
ndang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud Perkawinan Campuran yai
anya pada perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan
an salah satu pihak karera perbedaan kewarganegaraan. Kedua, hak untuk membentuk keluarg
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 merupakan bagian dari hak asasi yang tid
apat dikurangi dalam keadaan apapun, oleh karenanya pembatasan terhadap perkawinan beda agam
pa adanya alternatif hukum yang setara dapat dlanggap sebagai bentuk diskriminasi yang tid
ejalan dengan prinsip universalitas hak asasi manusia.
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INTERFAITH MARRIAGE FROM AN ACT PERSPECTIVE
NUMBER 39 OF 1999 ON HUMAN RIGHTS

(Taufiq Marjoni, 1910112176, Faculty of Law, Andalas University, 68 Pages, 2025)

ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia has long been a subject of legal, social, and religious
controversy. Although Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly prohibit interfaith unions,
its interpretation and application suggest significant obstacles to their legal recognition. At the samel
time, Article 29 of the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights guarantee the
right to religious freedom as well as the right to form a family. This tension between religious norms
and human rights continues to present challenges in the legal treatment of interfaith marriage
registration. This study aims to examine two main issues: first, the dynamics of interfaith marriage
regulation within the Indonesian legal framework; and second, the legal recognition of interfaith
marriage from a human rights perspective. The research employs a normative juridical approach and
uses descriptive-analytical methods. The findings indicate that, firstly, there has been a progressive]
development of legal provisions related to interfaith marriage, which culminated in Article 57 of Law|
INo. 1 of 1974. This article defines mixed marriage as a union between two individuals who, within|
[ndonesia, are subject to different legal systems due to differences in citizenship, rather than religion.
Secondly, the right to form a family, as stipulated in Article 10 of Law No. 39 of 1999, is
fundamental human right that cannot be limited under any circumstances. Therefore, restrictina
interfaith marriage without providing an equivalent legal alternative may constitute a form of
discrimination that is inconsistent with the principle of universality in human rights law.
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